BUPATI KUDUS

PERATURAN BUPATI KUDUS
NOMOR 3 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI KUDUS NOMOR 31
TAHUN 2003 TENTANG PEDOMAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, SEKOLAH MENENGAH ATAS,

Menimbang

Mengingat

DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN

BUPATI KUDUS,

a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Menteri

Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tentang
penugasan guru sebagai Kepala Sekolah/Madrasah
perlu mengubah Keputusan Bupati Kudus Nomor 31
Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi dan Tata
Kerja Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah
Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan sesuai dengan
kebutuhan atau perkembangan pendidikan di
Kabupaten Kudus;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang

Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor
4301);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008



10.

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);
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Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru
dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indoensia Nomor 4586);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4754);

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang
Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4941);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan @ dan  Penyelenggaraan  Pendidikan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5105);

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17
Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5157);



Menetapkan

11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13
Tahun 2007 tentang Standar Kepala
Sekolah/Madrasah;

12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun
2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka
Kreditnya;

13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28
Tahun 2010 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala
Sekolah /Madrasah;
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14. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 14 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah
Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten
Kudus Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Kudus Nomor 116);

15. Keputusan Bupati Kudus Nomor 31 Tahun 2003
tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekolah
Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan
Sekolah Menengah Kejuruan (Lembaran Daerah
Kabupaten Kudus Tahun 2003 Nomor 39);

16. Peraturan Bupati Kudus Nomor 47 Tahun 2009
tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi dan Tata
Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran
Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2009 Nomor 47);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN BUPATI KUDUS NOMOR 31 TAHUN 2003
TENTANG PEDOMAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, SEKOLAH
MENENGAH ATAS, DAN SEKOLAH MENENGAH
KEJURUAN.

Pasal I

Ketentuan Pasal 9 Keputusan Bupati Kudus Nomor 31
Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja
Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan
Sekolah  Menengah  Kejuruan (Lembaran Daerah
Kabupaten Kudus Tahun 2003 Nomor 39) diubah
sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9



(1) Kepala Sekolah dapat diperpanjang masa
penugasannya untuk periode kedua, apabila dinilai
berhasil dalam melaksanakan tugasnya pada periode
pertama.

(2) Kepala Sekolah yang diperpanjang masa
penugasannya  untuk  periode kedua dapat
ditempatkan di sekolah lain.

(3) Guru yang melaksanakan tugas tambahan sebagai
Kepala Sekolah 2 (dua) kali masa tugas berturut-
turut, dapat ditugaskan kembali menjadi Kepala
Sekolah, apabila memiliki kinerja amat baik dan
berprestasi di tingkat Kabupaten/Provinsi/Nasional.

(4) Perpanjangan masa penugasan Kepala Sekolah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3),
dilaksanakan dengan mempertimbangkan hasil
penilaian Tim Monitoring dan Evaluasi Kinerja Kepala
Sekolah serta masukan dari Komite Sekolah.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah
Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 17 Januari 2013

BUPATI KUDUS,

ttd.

MUSTHOFA

Diundangkan di Kudus
pada tanggal 18 Januari 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,



ttd.
NOOR YASIN

BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2013 NOMOR 3
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Bagian Hukum

Sekretariat Daerah
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